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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari
sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat
memiliki kekuatan hukum kuat, artinya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan. Disisi lain, pertimbangan hakim dalam putusan memutus
perkara Nomor 93/G/2013/PTUN.Smg sehingga dibatalkan oleh putusan PT TUN Surabaya.
Pertimbangan hakim PT. TUN Surabaya bahwa PTUN berwenang secara absolute mengadili
sengketa informasi publik setelah para warga mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada
Komisi Informasi Publik atas sikap diam Lurah Purwosari. Pada kenyataanya, para warga sebelum
mengajukan gugatan ke PTUN tidak mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi
Informasi Publik, sehingga PTUN tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa dan
putusan PT TUN membatakan putusan sebelumnya.

Kata Kunci:  kekuatan hukumsertipikat, alat bukti, hak atas tanah.

Abstract

The certificate as proof of ownership rights over the land. Research results show that the
certificate has the force of law is strong, which means that the certificate is a certificate of
evidence applicable rights as means of proof that strong regarding the physical and juridical data
data contained therein, all physical data and the juridical data corresponds to the data in the
measure and land rights are concerned. On the other hand, the consideration of the judge's verdict
in the lawsuit is disconnected Number 93/G/2013/PTUN. SMG until canceled by the ruling PT
TUN Surabaya. Consideration of judge PT TUN Surabaya that are absolute authorities prosecute
PTUN dispute public information after citizens filed objections in advance to the Commission
public information for his history as a silent Purwosari. In fact, prior to citizens filed a lawsuit to
PTUN not filed objections in advance to the Commission public information, so that the authorities
are not absolute PTUN adjudicate disputes and a verdicts PT TUN membatakan verdict earlier.

Keywords :the force of the certificate, evidence, rights over land.
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PENDAHULUAN

Hak tiap manusia telah
jelas tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, seperti
yang tertuang dalam Pasal 33
ayat (3) bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang
terkandung di  dalamnya
dikuasai olen negara dan
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
Pasal ini secara prinsip
memberi landasan hukum
bahwa bumi dan air serta
kekayaan alam yang
terkandung di  dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergukanan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Lebih lanjut, tanah
diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria yang
selanjutnya disebut UUPA.

Pasal 19 ayat (2) huruf ¢
UUPA menguraikan bahwa
pendaftaran tanah diakhiri
dengan pemberian surat-surat
tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang
kuat. Menurut Irawan
Soerodjo, bahwa sertipikat
tanah merupakan surat tanah
bukti yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data
yuridis yang termuat
didalamnya sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut

bersangkutan.Sertipikat
tanah  berdasarkan hukum
merupakan suatu dokumen
formal yang dipergunakan
sebagai tanda dan atau
instrument yuridis bukti hak
kepemilikan atas tanah yang
dikeluarkan ~ olen  Badan
Pertanahan Nasional
Republik  Indonesia (BPN
RI).

Kajian mengenai
kekuatan berlakunya
sertipikat  sangat  penting
setidak-setidaknya
disebabkan karena pertama,
sertipikat memberikan
kepastian hukum pemilikan
tanah bagi orang Yyang
namanya tercantum dalam
sertipikat. Penerbitan
sertipikat dapat mencegah
sengketa tanah.?  Pemilik
sertipikat akan memberikan
perasaan tentang dan tentram
karena dilindungi dari
tindakan  sewenang-wenang

oleh  siapa  pun.’Kedua,
pemberian sertipikat
dimaksudkan untuk
mencegah sengketa

kepemilikan tanah. Ketiga,
dengan pemilikan sertipikat,
pemilik tanah dapat
melakukan perbuatan hukum
apa saja sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum,

Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum

Pendaftaran Tanah, (Yogyakarta :Arloka

,2003), him. 50

2Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas

Tanah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.2.

3Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam
Perspektif, (Bandung: Remaja Larya,
1988), him. 57-58.

sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku
tanah yang
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dan kesusilaan. Selain itu,
sertipikat mempunyai nilai
ekonomi di mana tanah yang
bersertifikat mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi apabila
dijadikan  jaminan  utang
dengan hak tanggungan atas
tanah.*

Di dalam Hukum Acara
Perdata, penyebutan alat bukti
tertulis (surat) adalah yang
pertama. Dengan demikian
surat merupakan alat bukti
utama, karena surat atau
kejadian yang telah terjadi
atau sebuah perbuatan hukum
yang harus dilakukan oleh
seseorang nantinya. Dalam
hal ini, sertipikat hak atas
tanah termasuk dalam
klasifikasi akta otentik, sebab
sertipikat merupakan akta
yang dibuat dengan bentuk

sebagaimana ditentukan
undang-undang “oleh” dan
“di hadapan” seorang

pegawai umum  (Hakim,
Notaris, Juru sita, Pegawai
Catatan Sipil, dan lain-lain)
yang berwenang untuk itu di
tempat di mana akta tersebut
dibuat dan merupakan butki
yang cukup bagi kedua belah
pihak dan ahli warisnya serta
seluruh orang yang mendapat
hak dari padanya tentang apa
yang tersebut di dalamnya.
Dalam hal proses
kepemilikan surat tanda bukti
hak atas tanah melalui hal-hal
yang bertentangan dengan
hukum, maka akan berpotensi
untuk timbulnya
permasalahan/ konflik

40p.cit.hIm.57-58.

pertanahan. Terdapat pula
lembaga penegak hukum
seperti  Pengadilan  yang
memenangkan pihak yang
tidak memiliki bukti sah
kepemilikan hak atas tanah
berupa sertipikat.  Seperti
pada kasus sengketa tanah
yang terletak di Kelurahan
Purwosari Kecamatan
Semarang Utara Kota
Semarang yang telah
ditempati selama lebih dari 30
tahun oleh sembilan warga
yang saat sedang
mempertahankan haknya
dengan cara mengajukan
gugatan ke Pengadilan.

Untuk memperjelas dan
membatasi permasalahan
yang ada dalam penulisan ini,
maka rumusan masalah yang
dianggap relevan dan sesuai
dengan tujuan penulisan ini
adalah:

1. Bagaimana kekuatan
hukum dari sertipikat
sebagai bukti
kepemilikan hak atas
tanah menurut Hukum
Tanah  Nasional dan
menurut putusan Nomor
191/B/2014/PT.TUN.SB
Y?

2. Bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutus
perkara No.
93/G/2013/PTUN.Smg
sehingga dibatalkan oleh
PT TUN?

Tujuan diadakannya
penelitianini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui dan
menganalisis  kekuatan
hukum bagi para pihak
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yang memegang
sertipikat sebagai bukti
kepemilikan hak atas

tanah.

2. Untuk mengetahui dan
menganalisis
pertimbangan hakim

dalam memutus perkara
pada putusan dari Studi
Kasus Putusan Nomor
93/G/2013/PTUN.Smg
sehingga dibatalkan oleh
putusan PT TUN.

METODE

Penelitian merupakan sarana
pokok  pengembangan ilmu
pengetahuan, karena penelitian
bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara  sistematis,
metodologis dan  konsisten.
Melalui proses  penelitian
tersebut diadakan analisa dan
konstruksi terhadap data yang
telah dikumpulkan dan diolah.
Sistematis berarti menggunakan
sistem tertentu, metodologis
artinya menggunakan metode
tertentu dan konsisten berarti
tidak ada hal yang bertentangan
dalam kerangka tertentu.

MetodePendekatan

Kajian  penelitian ini
bersifat yuridis normatif sebagai
pendekatan utama, mengingat
pembahasan didasarkan pada
peraturan  perundang-undangan
dan prinsip hukum yang berlaku
dalam masalah hak atas tanah.
Pendekatan yuridis normatif,
hukumdikonsepkansebagaiapa
yang
tertulisdalamperaturanperundang

undanganatauhukumdikonsepka
nsebagaikaidahataunorma yang
merupakanpatokanperilakumanu
sia yang dianggappantas.

SpesifikasiPenelitian

Spesifikasi penelitian
yang  dipergunakan  adalah
deskriptif analitis.Penelitian
deskriptif merupakan metode
penelitian yang berusaha
menggambarkan dan
menginterpretasi  objek sesuai
dengan apa adanya.®

Dapat disimpulkan
pengertian  deskriptif  analitis
ialah penelitian yang melakukan
deskripsi terhadap hasil
penelitian dengan data yang
lengkap dan  juga  akan
mengambil kesimpulan umum
dari masalah yang dibahas.

Dalam penulisan hukum
ini digambarkan secara jelas
mengenai kekuatan hukum dari
sertipikat dalam pembuktian
kepemilikan tanah, dan dikaitkan
dengan bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutus perkara
dalam kasus sengketa di
Kelurahan Purwosari.

Data sekunder adalah
data yang diperoleh melalui
bahan kepustakaan. Data
sekunder dapat diperoleh dari
laporan-laporan penelitian yang
terdahulu atau datanya biasanya
sudah tersedia. Data sekunder
yang dikumpulkan terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

>Sukardi, Metodologi Penelitian
Pendidikan(kompetensi dan
praktiknya.(Jakarta: Bumi Aksara,
2005),him157.
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Jenis data  sekunder

dalam penelitian terdiri dari :

1.

Bahan Hukum  Primer
yaitu bahan-bahan yang
bersumber dari peraturan
perundang-undangan yang
ada kaitannya dengan
hukum pertanahan.

Bahan Hukum  Primer

yang digunakan dalam

penulisan ~ hukum  ini
adalah :

a. Undang-Undang
Dasar 1945
Amandemen ke IV;

b. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan
dasar  Pokok-Pokok
Agraria (UUPA);

c. Peratuan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang  Pendaftaran
Tanah;

d. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah.

e. Peraturan  Walikota
Semarang No. 55
Tahun 2008
Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kelurahan
Kota Semarang.

f.  Peraturan Kepala
Badan Pertanahan RI
No. 1 Tahun 2010

2. Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan-bahan yang
bersumber dari pendapat
ilmiah  para  sarjana,
Putusan Pengadilan
berkukatan hukum tetap
dan buku-buku literatur
yang ada kaitannya dengan
hak atas tanah.

3. Bahan Hukum  Tersier
adalah bahan yang

memberikan petunjuk
maupun penjelasan
terhadap bahan hukum
primer dan  sekunder,

terdiri dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini,
analisis yang digunakan adalah
analisis data kualitatif. Analisis
data normatif kualitatif adalah
suatu proses untuk
mengorganisasikan dan
meletakkan data menurut pola
atau kategori dan satuan uraian
dasar sehingga peneliti dapat
mengadakan  evaluasi dan
menyeleksi terhadap data yang
relevan atau tidak relevan, maka
setelah semua data diperoleh
secara lengkap, selanjutnya
dianalisis dengan peraturan yang
berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Bahan hukum sekunder
dan bahan hukum primer hasil
pengolahan tersebut dianalisis
secara kualitatif dan kemudian
dilakukan pembahasan.
Berdasarkan hasil pembahasan

HIR tersebut  kemudian  diambil
ﬂ' Putu.san Nomor kesimpulan  secara  deduktif
: sebagai  jawaban  terhadap
33/ G/2013/PTUN.5m permasalahan yang diteliti.’
I. Putusan Nomor 5 .
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan
191/B/2014/PTTUNS Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya
BY. Bakti, 2004), halaman 202
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Deduktif yaitupola
berpikir yang mendasarkan dari
suatu fakta yang sifatnya umum
kemudian ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum dari
Sertipikat sebagai Bukti
Kepemilikan Hak Atas
Tanah menurut Hukum
Tanah Nasional dan
menurut Putusan Nomor
191/B/2014/PT.TUN.SBY.

latar belakang terjadinya
sengketa di Purwosari ialah
terdapat sembilan warga telah

menempati tanah dan
bangunan yang terletak di
Kelurahan Purwosari

Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang yang telah
ditempati selama lebih dari 30
tahun, yang akan di daftarkan
ke Kantor Pertanahan Kota
Semarang, atas permohonan
warga tersebut Kepala Kantor
Pertanahan Kota Semarang
menyatakan bahwa untuk
dapat diprosesnya
permohonan sertifikat HGB
dari warga tersebut salah
satunya disyaratkan agar
warga melampirkan Surat
Keterangan Tidak Sengketa
dan  Penguasaan  Tanah
Negara Bebas dari Kepala
Kelurahan setempat. Untuk
mendapatkan Surat
Keterangan Tidak Sengketa
tersebut, maka pada tanggal
19 April 2013 para warga

mengajukan Permohonan
Surat  Keterangan  Tidak
Sengketa dan Penguasaan
Tanah Negara Bebas kepada
Lurah Purwosari dan surat
permohonan tersebut diterima
oleh Lurah Purwosari pada
tanggal 23 Mei 2013.

Dalam perjalananya
waktu, Lurah Purwosari tidak
mengeluarkan surat yang di
mohonkan, tanpa adanya
Surat  Keterangan  Tidak
Sengketa dan Penguasaan
Tanah Negara Bebas tersebut
maka proses permohonan
Sertifikat HGB atas nama
warga tersebut di Kantor
Pertanahan Kota Semarang
menjadi terhenti.

Atas dasar sikap diam
yang dilakukan Lurah
tersebut, maka pada tanggal
para warga mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha  Negara  (PTUN)
Semarang.

Alasan Lurah
Purwosari tidak
mengeluarkan Surat

Keterangan Tidak Sengketa
dan  Penguasaan  Tanah
Negara Bebas disebabkan
tanah yang di tempati para
warga tersebut merupakan
milik PT. KAI, sehingga PT.
KAI menjadi  Tergugat
Intervensi dalam kasus ini.

PT. KAI memiliki
bukti sertipikat Hak Pakai
Nomor 15 Tahun 1988,
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sedangkan dalam persidangan
warga hanya mempunyai
bukti  pembayaran  PBB
sebagai bukti telah
menempati  tanah  beserta
bangunan selama lebih dari
30 tahun.

Majelis hakim
memutus memenangkan para
warga, dan meminta Lurah
Purwosari untuk
mengeluarkan  surat  yang
dimohonkan oleh para warga.

Atas dasar putusan
pada tingkat pertama, PT.
Kereta Api Indonesia merasa
dirugikan sehingga
mengajukan  banding ke
Pengadilan  Tinggi  Tata
Usaha Negara di Surabaya.

Jalur yang ditempuh
melalui upaya banding ini,
Majelis Hakim PT. TUN
menganggap  sikap  yang
dilakukan Lurah Purwosari
tersebut  termasuk  dalam
pengertian sengketa informasi
publik, sehingga PTUN
berwenang secara absolute
mengadili sengketa informasi
publik apabila para warga
telah mengajukan keberatan
terlebih  dahulu  kepada
Komisi  Informasi  Publik.
Namun  karena  prosedur
pengajuan  keberatan oleh
warga ke Komisi Informasi
Publik tidak dilakukan, atas
sikap Lurah Purwosari
tersebut dalam proses
banding pada  akhirnya
Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara
membatalkan Putusan
Pengadilan ~ Tata  Usaha
Negara Semarang dan
menyatakan PTUN tidak
berwenang secara absolute
mengadili sengketa tersebut.
Atas putusan Hakim PTTUN,
dalam tingkat Banding PT
KAI  dimenangkan  dan

membatalkan putusan
sebelumnya.
Jika dilihat

berdasarkan Hukum Tanah
Nasional, maka dijelaaskan
pada Pasal 19 ayat (2) huruf ¢
UUPA, vyaitu Pendaftaran
tanah meliputi  pemberian
surat-surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat
pembuktian  yang  kuat.
Pembuktian yang kuat berarti
Sertipikat merupakan surat
tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang
kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat
didalamnya, sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku
tanah hak yang bersangkutan.

Hal ini  dikuatkan
dengan putusan PTTUN

Surabaya dimana
memenangkan PT. Kereta
Api Indonesia dalam

sengketa antara warga dengan
Lurah  Purwosari.  Meski
dalam pengadilan tingkat
pertama warga yang hanya
memiliki bukti pembayaran
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PBB dimenangkan. Dengan
adanya putusan PTTUN ini
membuktikan bahwa
sertipikat yang dimiliki oleh

N0.93/G/2013/PTUN.Smg
majelis hakim menimbang:

1. Hakim menyatakan

PT. Kereta Api Indonesia lr)nahr\rI]va . |—Udfa2
mempunyai kekuatan hukum empunyal fugas da
fungsi dalam

yang kuat dalam pembuktian
kepemilikian, dan sebagai
pemilik hak atas tanah yang
sah terdapat perlindungan
hukum bagi PT. Kereta Api
Indonesia.

Sertipikat tanah
dijamin kebenarannya selama
data yang terdapat di
dalamnya adalah benar dan
tidak  dapat  dibuktikan
sebaliknya, sehingga hal
tersebut memberikan jaminan
kepastian hukum yang kuat
sebagai bukti kepemilikan
hak atas tanah bagi pemegang
sertipikat tanah. Oleh karena
hal tersebut, selama tidak bisa
dibuktikan sebaliknya, data
fisik dan data yuridis yang
tercantum didalamnya harus
diterima sebagai data yang
benar.

Pertimbangan hakim dalam
memutus perkara
N0.93/G/2013/PTUN.Smg
sehingga dibatalkan oleh
PT TUN.

a. Pertimbangan hakim
dalam memutus perkara
No.
93/G/2013/PTUN.Smg

Dalam putusan
perkara

menjalankan  urusan
pemerintah di tingkat

Kelurahan dalam
mengelola surat
menyurat serta
menyajikannya, selain
hal tersebut

berdasarkan ketentuan
Pasal 8 huruf |,
Peraturan Walikota
Semarang No. 55
Tahun 2008, tentang
Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kelurahan Kota
Semarang, menyatakan
. Seksi Pemerintahan
mempunyai tugas
antara lain pada huruf
J, yaitu : Menyiapkan

bahan dan
melaksanakan

penyiapan data
terhadap pelaksanaan
pembebasan tanah

milik dan pelepasan
hak yang akan

digunakan untuk
kepentingan
pembangunan,
pemberian ganti

rugi/pembebasan tanah
serta peralihan status
tanah dari tanah negara
menjadi hak milik.

Pertimbangan
hakim tersebut
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mengacu pada Asas-
Asas Pemerintahan
Yang Baik  yang
mengaharuskan Lurah

Purwosari untuk
mengeluarkan  surat
yang dimohonkan

warga, agar tidak
bertentang dengan asas
kepastian hukum.

Hakim menimbang
dari keterangan para
saksi dari pihak warga
saat dipersidangan
khususnya saksi Drs.
H. M. Badjoeri

Dachlan (Ketua
SEPUR NKA Kota
Semarang) yang

menerangkan  bahwa
benar para warga yang
diwakili oleh Drs. H.
M. Badjoeri Dachlan
dan Timur Alfiati telah
mengajukan

permohonan  kepada
Lurah Purwosari untuk
diterbitkan surat
keterangan tidak
sengketa tertanggal 19
April 2013 namun oleh

Lurah Purwosari
permohonan  tersebut
tidak pernah
ditanggapi secara

tertulis, bahkan pada
tanggal 27 Desember
2013, Lurah Purwosari
baru mengajukan surat
kepada PT. Kereta Api
Indonesia terkait
dengan  permohonan
para warga tersebut

dan PT. Kereta Api

Indonesia telah
memberikan jawaban
kepada Lurah
Purwosari

sebagaimana Surat
Pemberitahuan Nomor
JB.308/1/1/D-4-2014,
tanggal 30 Desember
2013, yaitu setelah
para warga
mengajukan  gugatan
ke Pengadilan Tata

Usaha Negara
Semarang yang
didaftarkan pada

tanggal 13 Desember
2013, sehingga jelas-

jelas telah
menimbulkan
kepentingan para

warga yang dirugikan
dan Lurah Purwosari
tidak melakukan
pelayanan publik
sesuai dengan asas dari
pelayanan publik yaitu
Undang-undang
Pelayanan Publik dan
Undang-undang
Keterbukaan Informasi
Publik.

Hakim menyatakan
bahwa sikap diam

Lurah Purwosari
menolak atau tidak
dapat memenuhi
permohonan warga, hal
ini nyata-nyata

bertentangan  dengan
ketentuan Pasal 8 huruf
j Peraturan Walikota
Semarang No. 55
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Tahun 2008, Pasal 76
ayat (3) Peraturan
Pemerintah No. 24
Tahun 1997 dan
Peraturan Kepala
Badan Pertanahan RI
No. 1 Tahun 2010,

khususnya dalam
Lampiran II.
Atas dasar

pertimbangan  hakim
pada Pengadilan Tata

Usaha Negara,
sehingga Majelis
Hakim Memutus

memenangkan gugatan
para warga dan

mengadili Lurah
Purwosari untuk
memproses dan
menerbitkan surat
keterangan tidak
sengketa dan

penguasaan atas tanah
negara bebas yang
mohonkan oleh warga.

Atas putusan
majelis hakim tersebut,
PT. Kereta  Api
Indonesai merasa
dirugikan, sehingga
mengajukan  uapaya
hukum yaitu banding
ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Surabaya.

b. Pertimbangan hakim

dalam memutus perkara
N0.191/B/2014/PT.TUN.
SBY.

Putusan hakim dalam
Putusan  Perkara  No.
191/B/2014/PT.TUN.SBY
Majelis Hakim memberi
putusan mengadili sendiri
mengenai  eksepsi  yang
diajukan PT. Kereta Api
Indonesia mengenai
kewenangan  Pengadilan
dalam memutus perkara
dan menyatakan gugatan
tidak dapat diterima,

sehingga Putusan
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara
membatalkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang.

Pertimbangan Hakim
Banding dalam memutus
adalah berdasarkan obyek
sengketa dalam kasus ini
adalah sikap Lurah
Purwosari  yang tidak
memenuhi  permohonan
para warga untuk
mengeluarkan surat
keterang tidak sengketa.
Sikap tersebut termasuk
dalam pengertian sengketa
informasi  publik  atau
bukan.

Dikaitkan dengan hal
tersebut, maka hakim
melakukan pertimbangan
berdasarkan Pasal 1 butir 5
Undang-Undang  Nomor
14 Tahun 2008 tentang
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Keterbukaan Informasi
Publikmenyebutkan,

bahwa sengketa informasi
publik adalah sengketa
yang terjadi antara badan
publik dan  pengguna
informasi  publik  yang
berkaitan  denga  hak
memperoleh dan
menggunakan  informasi
berdasarakn  Perundang-
undangan. Menurut
Majelis Hakim Tingkat
Banding, bahwa Lurah
Purwosari merupakan
Badan  Publik  Negara
dibidang eksekutif yang
salah satu tugas ddan

kewajibannya adalah
untuk memberikan
informasi sebagaimana

diatur pada ketentuan-
ketentuan  yang telah
diatur, sehingga dengan
demikian unsur-unsur
sebagai suatu sengketa
informasi  publik  telah
terpenuhi pada kasus ini.

Menurut  Pasal 23
Undang-Undang No. 14
Tahun 2008  tentang

Keterbukaan Informasi
Publik menyebutkan
bahwa:

“Komisi Informasi
adalah lembaga mandiri
yang berfungsi
menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya
menetapkan petunjuk
teknis standar layanan

Informasi  Publik  dan
menyelesaikan  Sengketa
Informasi  Publik melalui
Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.”

Atas dasar ketentuan-
ketentuan tersebut, PTUN
berwenang secara
absolutemengadili
sengketa informasi publik
setelah para warga
mengajukan keberatan
terlebih  dahulu  kepada
Komisi Informasi Publik

atas sikap Lurah
Purwosari. Namun, para
warga sebelum

mengajukan gugatan ke
PTUN tidak mengajukan
terlebih  dahulu  kepada
Komisi Informasi Publik,
sehingga dengan demikian
berdasarkan ketentuan-
ketentuan  yang telah
dijelaskan, PTUN tidak
berwenang secara absolute
mengadili sengketa.

IV.KESIMPULAN

A. Simpulan.

Sesuai dengan
rumusanmasalah dan
berdasarkan hasil
penelitian sebagaimana
dalam bab-bab
sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan sebagai
berikut:

1. Kekuatan Hukum dari
Sertipikat Hak Atas
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Tanah menurut
Hukum Tanah
Nasional dan menurut
Putusan No.
191/B/2014/PT.TUN.
SBY.

Dalam Pasal 19 ayat (1)
dan  Undang-Undang

Pokok Agraria
menyebutkan bahwa :
Untuk menjamin

kepastian hukum oleh
Pemerintah  diadakan
pendaftaran tanah di

seluruh wilayah
Republik Indonesia
menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Selanjutnya dijelaskan
dalam Pasal 32 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
yaitu selama keterangan
yang terdapat pada
sertipikat tidak dapat
dibuktikan sebaliknya.
Data fisik dan data
yuridis yang tercantum
di dalamnya harus
diterima sebagai data
yang benar, baik dalam
melakukan  perbuatan

hukum sehari-hari
maupun dalam
berperkara di
pengadilan.

Dengan demikian,

sertipikat sebagai akta

otentik, mempunyai
kekuatan  pembuktian
yang sempurna, dalam
arti bahwa hakim harus
terikat dengan data
yang disebutkan dalam
sertipikat itu selama
tidak dapat dibuktikan
sebaliknya oleh pihak
lain. Sertipikat
memberikan
perlindungan ~ hukum
bagi pemegangnya.
Dalam hukum acara
perdata mengenal
beberapa macam alat
bukti, surat/tulisan yang
diatur dalam diatur
dalam Pasal 138, Pasal
164, Pasal 165 HIR.
Dalam kasus ini
sertipikat hak atas tanah
merupakan alat bukti
surat/tulisan yang
berupa akta otentik.
Bedasarkan Putusan
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha  Negara  di
Surabaya.

Adanya putusan Majelis
Hakim Banding dalam

perkara Putusan
Nomor
191/B/2014/PT.TUN.S
BY, yang

memenangkan pemilik
sertipikat  yaitu  PT.
Kereta Api Indonesia,
maka menegaskan
bahwa pemilik sertipkat
memiliki perlindungan
hukum, dan jaminan
kepastian hukum atas
pembuktian

kepemilikan hak atas
tanah sesuai dengan
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yang tercantum pada
Sertipikat Hak Atas
Tanah. Sertipikat yang
dimiliki oleh PT. Kereta
Api Indonesia memiliki
kepastian hukum yang
kuat dan merupakan
tanda bukti hak yang
kuat, artinya pemegang
hak atas tanah yang
namanya tercantum
dalam sertipikat harus
dianggap sebagai benar
sampai dapat
dibuktikan sebaliknya
di Pengadilan, sebab
sistem publikasi yang
dianut oleh Indonesia
ialah sistem publikasi

negatif yang
mengandung unsur
positif.

Pertimbangan  hakim
dalam memutus perkara
N0.93/G/2013/PTUN.S
mg sehingga dibatalkan
oleh PT TUN, adalah:

a. Dasar pertimbangan
Majelis Hakim
dalam perkara nomor
93/G/2013/PTUN.S
mg yakni Hakim
menilai bahwa sikap
diam yang dilakukan
telah melanggar
ketentuan Pasal 8
huruf j, Peraturan
Walikota Semarang
No. 55 Tahun 2008,
tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi
Kelurahan Kota
Semarang. Sudah
menjadi  kewajiban
Lurah Purwosari
untuk mengeluarkan

Surat Bebas
Sengketa yang
dimohonkan oleh
warga. Selain hal itu,
sikap diam yang
dilakukan Lurah
Purwosari  sebagai
tindakan penolakan
terhadap
permohonan  warga
mengenai Surat
Bebas Sengketa telah
bertentangan dengan
ketentuan Pasal 76
ayat (3) Peraturan
Pemerintah No. 24
Tahun 1997 dan
Peraturan Kepala
Badan Pertanahan RI
No. 1 Tahun 2010,
khususnya dalam
Lampiran II.

. Pertimbangan hakim

dalam memutus
perkara
No0.191/B/2014/PT.T
UN.SBY yaitu
berdasarkan
ketentuan Pasal 1
butir 5 Undang-
Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

Keterbukaan

Informasi Publik,
sikap tersebut
termasuk dalam
pengertian sengketa
informasi publik,

sehingga PTUN
berwenang  secara
absolute  mengadili
sengketa informasi
publik setelah para
warga mengajukan
keberatan  terlebih
dahulu kepada
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Komisi Informasi
Publik atas sikap
Lurah Purwosari,
sehingga Putusan
Pengadilan  Tinggi
Tata Usaha Negara
membatalkan

Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara
Semarang dan
menyatakan PTUN
tidak berwenang
secara absolute
mengadili sengketa.

B. Saran
Berdasarkankesimpul
an tersebut di atas, maka
dapat disampaikan saran
sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota
Semarang hendaknya
melakukan sosialisai
mengenai  Peraturan
Pertanahan kepada
masyarakat sehingga
warga yang
mempunyai tanah
segera mengurus dan
memiliki sertipikat
tanah dari  Kantor
Pertanahan  sebagai
bukti kepemilikan
tanahnya, dan tidak
menempati tanah
bukan miliknya.

2. PT. Kereta  Api
Indonesia hendaknya
segera mengurus
tanah dan bangunan
yang ditempati oleh
masyarakat, sehingga
tidak berlarut-larut
yang pada akhirnya
akan menjadi
sengeketa.

3. Masyarakat

hendaknya hendaknya
tidak menempati tanah
milik negara, karena
akan menimbulkan
sengketa yang dapat
merugikan bagi
dirinya dan
keluarganya.
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